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KEPALA DESA JATILOR
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA JATILOR

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa

Jatilor Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Desa
Jatilor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Kepala Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 15
Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
di Lingkungan Pemerintah Desa Jatilor perlu
disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum
untuk meningkatkan ketepatan substansi, kepatuhan
dan efisiensi serta memperkuat mekanisme pelaporan
gratifikasi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Pelaporan Gratifikasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Desa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Kepala Desa Jatilor Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah Desa Jatilor;



Mengingat
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
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Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6867);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun
2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019
tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 43);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun
2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4,
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Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2016 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun
2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Grobogan Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun
2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 5);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan
Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016
tentang Pedoman Penataan Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2016 Nomor 43);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun
2016 tentang Perangkat Desa Berita Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2020 Nomor 5);
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Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
2018 Nomor 39);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten
Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
2019 Nomor 23);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 32);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2021
tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 6);

Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Lembaran Desa Jatilor Tahun 2016 Nomor 4);

Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Pegawai Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor
3);

Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);

Peraturan Desa Jatilor Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Desa Jatilor
Tahun 2019 Nomor 8);

Peraturan Desa Jatilor Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Pendirian Badan Usaha Milik Desa Loka Mukti Jatilor
(Lembaran Desa Jatilor Tahun 2021 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor
Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan
Desa Jatilor Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pendirian
Badan Usaha Milik Desa Loka Mukti Jatilor (Lembaran
Desa Jatilor Tahun 2025 Nomor 3);

Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 15 Tahun 2021
tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah Desa Jatilor (Berita Desa Jatilor Tahun 2021
Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
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Kepala Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 15
Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
di Lingkungan Pemerintah Desa Jatilor (Berita Desa
Jatilor Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DESA JATILOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa Jatilor
Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Desa Jatilor (Berita
Desa Jatilor Tahun 2021 Nomor 15) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 4
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala
Desa Jatilor Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Desa
Jatilor (Berita Desa Jatilor Tahun 2023 Nomor 4) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 4

(1) Pejabat/pegawai wajib melaporkan penerimaan
dan/atau penolakan Gratifikasi yang dianggap
suap yang berhubungan dengan jabatan dan
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

(2) Pejabat/pegawai tidak wajib melaporkan
Gratifikasi terhadap penerimaan sebagai berikut:
a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek,

bapak/ibu/mertua, suami/istri,
anak/menantu, anak angkat/wali yang sah,
cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar,
sepupu, atau keponakan, sepanjang tidak
terdapat konflik kepentingan;
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keuntungan atau bunga dari penempatan
dana, investasi, atau kepemilikan saham
pribadi yang Berlaku Umum;

manfaat dari koperasi, organisasi
kepegawaian atau organisasi yang sejenis
berdasarkan keanggotaan, yang Berlaku
Umum;

peringkat atau perlengkapan yang diberikan
kepada peserta dalam kegiatan kedinasan
seperti seminar, lokakarya, konferensi,
pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang Berlaku
Umum;

hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat
tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai
alat promosi atau sosialisasi  yang
menggunakan logo atau pesan sosialisasi,
sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan
dan Berlaku Umum;

hadiah, apresiasi, atau penghargaan dari
kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi yang
diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait
dengan kedinasan;

penghargaan baik berupa uang atau barang
yang ada kaitannya dengan peningkatan
prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah
sesuai dengan = peraturan = perundang-
undangan;

hadiah langsung/undian, diskon/rabat,
voucher, point rewards, atau suvenir yang
Berlaku Umum dan tidak terkait kedinasan;
kompensasi atau honor atas profesi di luar
kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan
tugas dan kewajiban, sepanjang tidak
terdapat konflik kepentingan dan tidak
melanggar peraturan/kode etik
pegawai/pejabat yang bersangkutan;
kompensasi yang diterima terkait kegiatan
kedinasan seperti honorarium, transportasi,
akomodasi, dan pembiayaan yang telah
ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku
sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda,
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tidak terdapat konflik kepentingan, dan tidak
melanggar ketentuan yang berlaku;

k. karangan bunga sebagai ucapan yang
diberikan dalam acara seperti pertunangan,
pernikahan, kelahiran, kematian, akikah,
baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara
adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun
atau promosi jabatan;

l. pemberian terkait dengan pertunangan,
pernikahan, kelahiran, akikah, baptis,
khitanan, potong gigi, atau wupacara
adat/agama lainnya dengan nilai paling
banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta
lima ratus ribu rupiah) setiap pemberi;

m. pemberian terkait dengan musibah atau
bencana yang dialami oleh diri penerima
Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu,
mertua, dan/atau  menantu  Penerima
Gratifikasi, sepanjang tidak terdapat konflik
kepentingan dan memenuhi kewajaran atau
kepatutan;

n. pemberian sesama Rekan Kerja yang tidak
dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya
dengan nilai paling banyak  sebesar
RpS500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap
pemberian per orang, dengan total pemberian
paling banyak sebesar Rp1.500.000,00 (satu
juta lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu)
tahun dari pemberi yang sama, sepanjang
tidak terdapat konflik kepentingan;

o. pemberian berupa hidangan atau sajian yang
Berlaku Umum; dan

p. pemberian cendera mata/plakat kepada
instansi dalam rangka hubungan kedinasan
dan kenegaraan, baik di dalam negeri
maupun luar negeri, sepanjang tidak
diberikan untuk individu pejabat/pegawai.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak berlaku dalam hal Gratifikasi tersebut
dilarang menurut peraturan yang berlaku.

2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 4A

(1) Pejabat/pegawai yang menolak Gratifikasi dapat
melaporkan penolakan Gratifikasi.

(2) Mekanisme penyampaian laporan Gratifikasi bagi
Penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dan Pasal 4 berlaku mutatis
mutandis bagi pejabat/pegawai yang melaporkan
penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

3. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1) Pelapor wajib menyertakan objek Gratifikasi
dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, dalam hal laporannya:

a. memerlukan uji orisinalitas; dan/atau
b. untuk kepentingan verifikasi dan analisis.

(2) Pelapor tidak wajib menyertakan objek Gratifikasi
berupa makanan dan/atau minuman yang
mudah rusak dalam laporan.

(3) Objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau
minuman yang mudah rusak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat langsung
disalurkan untuk kemanfaatan sosial.

Pasal II

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan
penempatannya dalam Berita Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 30 Maret 2026

Diundangkan d1 Jatilor

BERITA DESA JATILOR TAHUN 2026 NOMOR 5



